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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan
menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas
nasional suatu negara. Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama
bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana masyarakat secara
efektif dan efisien. Demikian juga halnya di Indonesia, saat ini peranan bank di
Indonesia sangat dominan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, hampir
semua sektor menggunakan jasa perbankan sehingga lembaga perbankan terus
dikembangkan, terutama pada 15 tahun terakhir', perbankan Indonesia terus
berkembang begitu pesat dengan ditandai banyaknya pemberian izin pendirian
pendirian usaha bank Umum maupun Bank Perkreditan rakyat BPR,

meningkatnya kuantitas kredit, dan sebagainya.
Pada Tahun 90an terjadi krisis di berbagai bidang yang salah satunya
berdampak kepada Lembaga Perbankan yang ada di Indonesia. Seperti tidak
habis - habisnya, pasca krisis setelah tahun 1998% banyak lembaga

International yang merating Indonesia selalu di posisi bawah dibandingkan

! Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia, Penerbit Universitas Sriwijaya,
Palembang,1998

2 -
Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance ,Penerbit Ray Indonesia.J
Pusat,2005,ucapan terima kasih, hal. vii y esia,Jakarta



dengan negara — negara lain, seperti rating mengenai transpararansi, corporate
dan public governance, korupsi dan sejenisnya.

Persoalan pelik yang menyelimuti dunia perbankan nasional saat itu
" berawal sejak dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan Oktober (Pakto) 1988. Inti
deregulasi pakto tersebut adalah untuk membuka kembali pintu pasar bagi
investor baru, baik bagi bank asing maupun bank nasional di Indonesia. 3

Hanya dalam 5 (lima) tahun setelah dikeluarkannya Pakto (1988 — 1993),
dunia perbankan nasional di Indonesia sudah mengalami berbagai masalah
terutama kredit macet, yaitu sebesar Rp 5,6 Triliun, dan pada bulan April 1998
jumlah tersebut membengkak hingga enam kali lipat yakni mencapai Rp 20
Triliun.*

Kecenderungan makin membengkaknya angka kredit macet di perbankan
nasional ini disebabkan antara lain kebiasaan — kebiasaan bank dalam
melakukan praktik plafondering.’ Dalam hal ini bank menambah plafon pokok
kredit dengan cicilan bunga maupun pokok utang sehingga seolah — olah tak
ada masalah pada kredit yang telah disalurkan kepada nasabah debiturnya
tersebut. Pihak bank melakukan suatu tindakan pencampuran antara bunga,
pokok - pokok hutang, maupun pokok — pokok kredit yang hampir semua

masyarakat tidak akan mengetahui bahwa terjadi masalah di dalam bank

tersebut.

3 Anwar Nasution, Kris|
* Ibid
3 Ibid.

is di Dunia Perbankan, Sinar Nusantara, 7 April 1988, hal.12




Kehancuran dunia usaha perbankan nasional di Indonesia ini juga sangat
terkait dengan intervensi birokrat dan pemilik dalam manajemen bank. Pejabat
pemerintah seringkali mempengaruhi bank — bank pemerintah agar memberikan
pinjaman langsung kepada perusahaan atau aktivitas tertentu.

Penyebab memuncaknya kehancuran dan krisis pada dunia perbankan di
Indonesia antara lain dipicu atau disebabkan oleh tindakan Pemerintah yang
mencabut izin operasional bank pada bulan November 1997. Likuidasi tersebut
merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka pembenahan
terhadap sistem perbankan nasional di Indonesia.®

Bank Indonesia Selaku Bank Sentral pada saat itu mengeluarkan
kebijakan yang berisikan tentang Pencabutan Izin Operasional kepada 16 Bank
Umum yang ada di Indonesia dikarenakan hampir dari ke enam belas bank
tersebut tidak dapat memenuhi standar Bank Sehat yang diberikan oleh Bank
Indonesia.

kebijakan Pemerintah tersebut mempunyai dampak yang cukup luas bagi
industri perbankan, terutama bagi bank — bank yang masih ada atau beroperasi,
yakni terjadinya berbagai penarikan dana secara besar — besaran (rush) sebagai

akibat dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di

Indonsia saat itu.

8 Ibid



Terjadinya rush dalam dunia perbankan di Indonesia tersebut pada
umumnya dikarenakan isu negatif yang diperoleh masyarakat terhadap bank.

Pemerintah telah menegaskan bahwa semenjak dikeluarkannya Keppres
No.26 Tahun 1998 yaitu semua simpanan nasabah di perbankan nasional
dijamin namun penegasan pemerintah tersebut tidak mempengaruhi antusias
masyarakat untuk menarik dana dari masyarakat untuk menarik dana mereka
seluruhnya secara besar — besaran.

Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat nasabah terhadap dunia
perbankan Indonesia saat itu, otomatis masyarakat akan menarik dana —
dananya yang disimpan di bank — bank nasional. Jika hal tersebut berlangsung
dalam waktu yang relatif lama, maka akan mempengaruhi likuiditas dan
solvabilitas, sehingga pada akhirnya dapat membahayakan kesechatan dan
kelangsungan usaha bank — bank yang mengalami rush tersebut.

Untuk mencegah terjadinya hal — hal yang tidak diinginkan, yang
merugikan sistem perbankan nasional secara keseluruhan, maka Bank Indonesia
sebagai Bank Sentral merupakan lembaga otoritas moneter yang berkewajiban
untuk memajukan perkembangan yang sehat dari perbankan. Hal tersebut
dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan
dananya yang disimpan di bank — bank nasional. Oleh karena itu agar bank

dapat bekerja dengan baik perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
bank yang bersangkutan.



Pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia tersebut
dapat dilihat dengan jelas dalam pasal 29 ayat (1) Undang — Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang — undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Dalam Penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa Pembinaan yang
dilakukan oleh Bank Indonesia adalah berupa upaya — upaya yang dilakukan
dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek — aspek
kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta
aspek lain yang berhubungan kegiatan operasional bank. Sedangkan yang
dimaksud dengan pengawasan dalam pasal ini meliputi pengawasan langsung
dan tidak langsung.

Sebagaimana diketahui bahwa bank bekerja dengan dana dari masyarakat
yang disimpan pada bank tersebut atas dasar kepercayaan. Dengan demikian
maka setiap bank diwajibkan untuk senantiasa menjaga kesehatannya dan
memelihara kepercayaan masyarakat pada yang bersangkutan. Oleh karena
itulah maka Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina
serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya — upaya
baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan — ketentuan, petunjuk,
nasihat, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan
yang disusul dengan tindakan — tindakan perbaikan.

Tindakan bantuan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam

rangka mengatasi keadaan darurat yang mengancam keselamatan dan



kelangsungan usaha suatu bank, salah satunya adalah dengan cara memberikan
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank yang bersangkutan. 2

Dalam hal ini apabila bank yang di rush tersebut tidak mempunyai uang
yang cukup untuk membayar simpanan yang ditarik nasabahnya, maka secara
otomatis Bank Indonesia akan mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bantuan
Bank Indonesia (BLBI).?

Hal tersebut dapat di atas dapat dilihat dengan jelas dalam pasal 11 ayat
(1) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang
menegaskan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip-prinsip pokok perbankan untuk jangka waktu paling lama
90 (Sembilan Puluh) hari pada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan
jangka pendek bank yang bersangkutan.’

Berdasarkan Fakta dan Kenyataan di lapangan ternyata pemberian BLBI
kepada bank — bank yang sakit nampaknya telah dilakukan oleh Bank Indonesia
dengan tanpa batas. Dan dalam kenyataan yang ada semua bank yang masuk ke
BPPN (Badan Pengawas Perbankan Nasional) ternyata telah memperoleh
BLBI.'® Dilain pihak, BPKP (Badan Pengawas Kebijakan Perbankan) pun telah
menemukan beberapa ketidakwajaran dalam penyaluran Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia kepada 14 bank beku operasi (BBO) dan bank take over (BTO).

? Ibid

* Ibid

?olndongsia. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Bagaimana Kewajiban Mengembalikan BLBI?, Kompas 25 September 1998, hal. 3



Menurut salah seorang pejabat dari BPKP, Bank Indonesia tidak memiliki data
pendukung atau pedoman prosedur pemberian BLBI. Sehingga pemberian
BLBI ini seringakali diwamnai oleh adanya praktek kolusi yang dilakukan oleh
oknum pejabat Bank Indonesia. n

Hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa pemberian bantuan likuiditas
oleh Bank Indonesia tidak efektif dan telah disalahgunakan oleh pengurus dan
pemilik bank, sehingga tidak bisa mengatasi kesulitan likuiditas banknya.

Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB)
menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di
Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua
tidak, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisarias; ketiga, inefisiensi
dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merjer dan akusisi
perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan
eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.
Tantangan terkini yang dihadapi masih masih belum dipahaminya secara luas
prinsip — prinsip dan praktik good corporate governance (Untuk Selanjutnya
disingkat GCG) oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akibatnya

komunitas international masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah

1999

! Bambang Aji, et al, Misteri Triliunan Rupiah Duit B.I Kontan. Nomor 19, 8 Februari



rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh standard & Poor, CLSA,
Pricewaterhaouse Coopers, Moddy’s Morgan Stanley, and Calper’s12

Kajian Pricewaterhouse yang dimuat di dalam Report on Institusional
Investor Survey (2002) menempatkan Indonesia du urutan paling bawah
bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan.
Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga
saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002 menunjukkan
kemajuan dibandingkan hasil survei tahun 2000. Pada tahun 2000 investor
bersedia membayar premium 27%, sedang di tahun 2002 hanya bersedia
membayar 25% saja.ini menunjukkan persepsi investor terhadap risiko tidak
dijalankannya GCG menjadi lebih baik. Secara keseluruhan urutan teratas
masih ditempati oleh singapura dengan skor 3,62. Malaysia dan Thailand
mendapat skor 2,62 dan 2,19 3

Laporan tentang Corporate Governance oleh CLSA (2003), menempatkan
Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum,
2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya corporate governance, dan
dengan total nilai (country score) 3,2 Meskipun skor Indonesia di Tahun 2004
lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataanya Indonesia masih tetap

berada di urutan terbawah di antara Negara — negara Asia. Faktor — faktor

12 .
Mas Achmad Danini, Good Corporate Governance Penerbit Ra 3
Pusat,2005,hal.55 P ,Penerbit Ray Indonesia,Jakarta

" Mas Achmad Daniri,Op Cit hal. 56



penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya
corporate governance yang masih berada di titik paling rendah diantara negara —
negara lain yang sedang tumbuh di Asia. Penilaian yang dilakukan oleh CLSA
didasarkan pada faktor eksternal dengan bobot 60% dibandingkan faktor
internal yang hanya diberi bobot 40% saja. Fakta ini menunjukkan bahwa
Implementasi GCG di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif

dan penegakan yang lebih nyata lagi."

Corporate Governance in Asia (2004)
Continuing Under Performance
Market ranked by corporate governance ¥ B S R j
C Rules&  Enforcement Political & IGAAP  CG  Country Country
regulations (25%) regulatory (20%) culture score Score
(15%) (20%) (20%) 2004 2003

[Singapore 7T 79 | 65 SRS SR

Hongkong 6.6 58 7.5 9 46 6.7 7.3

findia sl 6.6 TR 5 8 R 6 3 BT SR 5 e T R0 ]
Malaysia 71 ' 5 5 9 46 6 55
Korea iR 0 Ty, b, Sy, o aaey B 6 5 0 o o
Taiwan 6.3 46 63 7 35 55 58

fThailand TEEFCE TG 4 8 iR 5 T B 5 S s S 4 60
Philipines 5.8 31 5 85 31 5 37
FChina -2 R 5 T T S D e .0
Indonesia 5.3 27 38 6 27 4 32

Source : CLSA Asia — Pacific Markets, Asian Corporate Governance Association
Konsep GCG baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak

1990an . Konsep GCG baru dikenal di Inggris pada tahun 1992 dan Inggris
khususnya tahun 1998, Australia mengenalnya tahun 1996, negara — negara
maju yang tergabung dalam OECD (Organization for Economi and

Development) adalah kelompok negara — negara maju di Eropa Barat dan

14 1bid
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Amerika Utara yang mempraktikkan pada tahun 1999. Guideline Corporate
Governance atau “Panduan Corporate Governance” disahkan pada tahun 1999.
Singapore Rules baru diresmikan pada tahun 1998 dan disusul Malaysian Code
pada tahun 1999 dan Hongkong Rules pada tahun 1998. Indonesian Code baru
diformalkan pada tahun 2001 melalui keputusan Menteri BUMN. '

Pada tahun 2001, sebuah kelompok studi Corporate Govenance
melakukan studi pemeringkatan nilai — nilai corporate governance di beberapa
negara Asia. Indonesia menduduki peringkat 10 dari 11 negara lokasi studi.
Studi ini mengukur Indek Corporate Governance yang merupakan kumpulan
dari faktor — faktor discipline, transparency, independence, accountabilitiy,
responsibility, fairness, dan social awarness. Faktor — faktor ini merupakan
indikator tinjauan GCG yang menekankan pada aspek yang kasat mata dari

suatu perusahaan. Data berikut ini menunjukkan kondisi GCG per 2001.'¢

GCG Rating di 11 Negara Asia (April 2001)

Negara |[CG |D |T | X | A | R | F |'s
Singapore 645 556 665 806 453 702 756 563
Hongkong 629 512 658 555 546 711 712 658
Malaysia 566 485 634 666 375 518 700 596
India 556 568 384 509 538 429 733 823
Thailand 511 361 645 432 631 467 703 650
Taiwan 546 482 581 778 412 387 504 7438
China 491 409 552 426 335 493 689 553
Korea 471 380 550 381 536 382 451 68.8
Philipines 439 406 435 457 338 358 408 783
Indonesia 373 358 572 222 208 343 534 370
Pakistan 339 394 320 338 293 278 232 611

' Dr.Djokosantoso Moeljono, Good Corporate Culture sebagai inti dari GCG,Penerbit PT

Elek Media Komputindo,Jakarta,2005,hal. 30

' Dr.Djokosantoso Moeljono,Op Cit. hal. 31
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Keterangan :
CG: CG Score D : Discipline T: Transparency I: Inde_pendence
A : Accountability R : Responsibility F : Faimess S: Social Awarenes

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi GCG Indonesia tidak banyak
beranjak dari kondisi sebelumnya, tetap pada urutan bawah. Tentu saja, ini
adalah tantangan korporasi di Indonesia mengingat sejak krisis kita sudah
mempunyai Komite Nasional Good Corporate Governance (KNKG).

Dari berbagai pengkajian yang dilakukan berbagai lembaga riset
International diketahui bahwa poor governance atau lemahnya penerapan
prinsip — prinsip corporate governance yang baik dan ideal merupakan salah
satu faktor pemicu utama parahnya, krisis moneter di penghujung tahun 90-
an'’. Pasca krisis, dicermati pula oleh banyak pihak bahwa keseriusan pelaku
bisnis untuk menerapkan prinsip tersebut dan komitmen Pemerintah untuk
mendorong  sekaligus mengawasi implementasinya sangat menentukan
kecepatan proses pemulihan ekonomi dari masing — masing negara korban
krisisKesadaran mengenai penting dan strategisnya upaya untuk meningkatkan
kualitas penerapan GCG principles sebenarnya langsung tumbuh tidak lama
setelah krisis. Namun demikian sangat dipahami pula bahwa proses untuk
menginternalisasikan prinsip — prinsip tersebut ke dalam tubuh atau struktur

suatu organisasi memerlukan waktu yang tidak pendek dan melalui proses yang

tidak sederhana.

xi

7 e "
'" Mas Achmad Daniri,Op cit,kata sambutan Menteri Keuangan tentang penerbitan Buku.hal.
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Dalam Undang - undang Nomor 10 tahun 1998 '®tentang Perbankan,
secara umum telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG baik yang
termasuk Governance structure, Governance Process, maupun Governance
Outcome, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban kepemilikan, dewan
Komisaris, Direksi, dan prinsip kehati — hatian yang harus dianut perbankan.

Governance structure '°terdiri atas, pertama, ujian kelayakan dan
kepatutan (Fit and Proper test), yang mengatur perlunya peningkatan kompetisi
dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan
terhadap pemilik, pemengang saham pengendali, Dewan Komisaris, Direksi,
dan Pejabat eksekutif bank dalam aktifitas pengelolaan bank.

Kedua, Independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan
komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau
memiliki hubungan financial dengan Dewan Komisaris dan Direksi atau
menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain.

Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatuhan dan peningkatan fungsi audit
bank publik dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik
(Standard of Public bank Internal Audit Function Implementation), bank

diwajibkan untuk menunjuk Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas

kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.

18 :
o Indonesia. Undang —Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Mas Achmad Daniri, Op cit, hal. 68
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Governance Process’®, terdiri antara lain manajemen resiko dan
pengendalian internal. Implementasi manajemen resiko di lingkungan bank
publik mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen resiko selambat —
lambatnya 31 Desember 2004.

Strategi dan rencana Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memiliki
rencana dan anggaran jangka panjang dan menengah dalam bentuk keputusan
dewan direksi Bank Indonesia di tahun 1995, yang dimaksudkan bagi bank
untuk memiliki strategi korporat dan yang tertuang dengan jenis termasuk nilai
— nilai yang harus dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan di dalam
organisasi dan resiko — resiko pengendalian.

Mengenai Govenance Outcome, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan
beberapa peraturan, antara lain transfaransi mengenai kondisi keuangan bank
dan peningkatan peran audit eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan
non performing loans (NPL) — nya®', pemegang saham pengendali dan
afiliasinya, praktik manajemen resiko dalam pelaporan keuangan.

Di dalam salah satu aturan yang dibuat Bank Indonesia ada salah satu
peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 *tentang GCG. Pada peraturan ini

menjelaskan tentang bagaimana seharusnya tata cara GCG itu diterapkan pada

2 Ibid hal 2
2 Ibid hal 2

%2 Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Good Corporate

Govenance
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bank — bank yang ada di Indonesia yang salah satunya adalah PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Palembang (Untuk Selanjutnya disebut
Bank Sumsel).

Bank Sumsel adalah satu diantara bank yang ada yang ada di dalam dunia
perbankan Indonesia yang terbentuk berdasarkan dari Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asazi Manusia RI No. C-25468 HT.01.04.TH.2004.
Bank Sumsel seperti halnya bank — bank yang lain mempunyai Visi yang
umum vyaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan
pembangunan Nasional khususnya di dunia perbankan Indonesia. Cara yang
dilakukan oleh Bank Sumsel untuk tercapainya Visi Umum Perbankan tidak
lain adalah sesuai dengan yang termaktub di dalamVisi Bank Sumsel yaitu
Menjadi bank sehat yang tumbuh berkesinambungan dengan mengutamakan
kepuasan nasabah.

Untuk melaksanakan Visi tersebut maka diperlukanlah suatu tindakan
yang nyata oleh Bank Sumsel yaitu dengan cara melakukan peningkatan
kualitas dan kuantitas baik pada diri Bank Sumsel Selaku Badan Hukum
maupun pada Pejabat dan Staff yang berada di Lingkungan Bank Sumsel itu
sendiri. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Bank Sumsel adalah
dengan cara melaksanakan prinsip — prinsip GCG di lingkungan Bank Sumsel
itu sendiri. Seperti dibentuknya Code Of Conduct tentang GCG di Bank

Sumsel. Code Of Conduct ini dibentuk oleh Bank Sumsel adalah berdasarkan
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atas Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 8/4/PBL/2006 jo 8/14/PBL/2006
Tentang Good Corporate Governance.

Setelah terbentuknya Code Of Conduct ini maka diperlukanlah suatu
tindakan lanjutan yaitu sosialisasi sekaligus pelaksanaan terhadap peraturan
yang dibentuk ini.

Berdasarkan uraian — uraian tersebut diatas, maka penulis berminat untuk
menulisnya dalam bentuk skripsi, yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA PBI 8/4/PB1/2006
jo 8/14/PB1/2006 TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI
PT BANK SUMSEL PALEMBANG”.
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin
penulis bahas adalah :
1. Bagaimana Implementasi PBI 8/4/PBL/2006 jo 8/14/PBI/2006 tentang
Good Corporate Governance (GCG) di Bank Sumsel Palembang ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Direksi dan Komisaris dalam
mewujudkan prinsip — prinsip GCG di Bank Sumsel Palembang ?
C. Ruang Lingkup Pembahasan
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil ruang
lingkup pembahasan dengan batasan — batasan pada Implementasi PBI 8/14/2006
tentang GCG  dan Kewenangan Direksi dan Komisaris dalam mewujudkan

prinsip — prinsip GCG di Bank Sumsel Palembang. Alasan mengapa penelitian di
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Bank Sumsel adalah karena Bank Sumsel adalah Salah Satu Bank yang sudah
melakukan praktek pelaksanaan GCG semenjak beberapa tahun lalu walaupun
belum dalam bentuk GCG yang nyata sehingga memudahkan bagi penulisan
untuk melakukan penelitian dan pencarian data bagaimana Implementasi yang
diterapkan oleh Bank Sumsel tehadap pelaksanaan GCG terutama terhadap
penerapan PBI 8/14/PB1/2006 di Bank tersebut.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/14/PB1/2006 tentang GCG di Bank Sumsel Palembang
2. Untuk mengetahui Kewenangan Direksi dan Komisaris dalam

mewujudkan Prinsip — prinsip GCG di Bank Sumsel Palembang

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teori
Yakni diharapkan menambah literature bacaan, serta dapat
memberikan manfaat bagi perkembangan Iimu hukum pada umumnya,

dan Ilmu hukum Perdata mengenai Perbankan, Khususnya mengenai
GCG

2. Manfaat Praktek

Yakni diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat

khususnya kalangan bisnis perbankan ataupun masyarakat pada
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umumnya serta diharapkan bermanfaat bagi tata kelola Perbankan
yang baik di Bank Sumsel Palembang

. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan Ilmu
Hukum terutama Hukum Perbankan khususnya mengenai GCG. Dan
juga dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas penulis dalam pengembangan kemahiran dan keahlian hukum
di Masyarakat

. Manfaat bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi,
mahasiswa, khususnya yang menggeluti bidang Hukum Perbankan
tentang GCG.

. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian
pengembangan Ilmu hukum yang dapat digunakan dan dilaksanakan di
lingkungan masyarakat pada umumnya dan masyarakat perbankan
pada khususnya.

. Manfaat bagi Instansi yang terkait (Terutama Bank Sumsel)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan ataupun

pedoman bagi pengembangan praktek Implementasi GCG di Bank

Sumsel Palembang.
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F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah
pendekatan hukum yang menggunakan metode penelitian hukum “empiris™
didukung oleh pendekatan normatif. Pendekatan yang bersifat “empiris”
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lapangan
sehingga mendapatkan data primer. Cara yang dilakukan untuk
mendapatkan data tersebut adalah dengan menggunakan metode Indepth
Interview kepada pihak — pihak dan Narasumber yang berkompeten.

2. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian, yakni pada Bank Sumsel Palembang. Selain itu, lokasi
penelitian ini juga, adalah di perpustakaan, di antaranya perpustakaan
Propinsi Sumatra Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data “Primer”
sebagai data pokok dan ditunjang dengan data Sekunder. Data Sekunder

tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan — bahan hukum, yan

meliputi :
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a. Bahan Hukum Primer
Yaitu, bahan hukum yang mengikat, seperti : peraturan perundang-
undangan,yurisprudensi dan perjanjian yang ada di Indonesia
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti : hasil — hasil penelitian, artikel, hasil - hasil
seminar, atau pertemuannya ilmiah lainnya.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu, bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan
terhadap badan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar,
majalah dan jurnal Ilmiah
Adapun data primer dalam penelitian ini, adalah berupa klasifikasi dan penjelasan
yang diperlukan untuk memberi pemahaman terhadap data sekunder yang

diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari responden dengan

melalui interview.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer, diperoleh melalui penelitian lapangan (field reseach). Alat
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah
metode Interview yaitu melalui narasumber yang kompeten untuk
menambah data-data yang dikumpulkan dalam penulisan ini
b. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library

reseach). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapat bahan-
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bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian seperti :
peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah hukum, literature
(buku-buku), kamus dll.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka data
diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data
yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga
dapat segera dilanjutkan pada proses berikutnya. Proses editing ini
meliputi : keterbatasan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan
data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan keseragaman
satuan data.

Setelah data diolah, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif.
Artinya data — data tersebut diuraikan dengan cara menghubungkan data
yang satu dengan data yang lain, baik bersumber dari kepustakaan

maupun bersumber dari lapangan, sehingga akan dapat menjawab semua

permasalahan yang ada.
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